TadhKkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah

Volume. 2 Nomor. 4 Desember 2025

£ nccess e-ISSN : 3063-8321, p-ISSN : 3063-9522, Hal. 38-51
- DOI: https://doi.org/10.59841 /tadhkirah.v2i4.325
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php /TADHKIRAH

Hukum Merokok: Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah

Fathurrohman Nur Hidayat'", Rendy Aprilio Sulaiman?, Jelita Tibyana Shidqy®, Nazwa

Anggraeni‘, Ester Aprilia Diyan Sari’, Baidhowi¢
16 [lmu Hukum, Hukum, Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang

*Korespondensi penulis: rohmanh074@gmail.com

Abstract. This study examines the comparative fatwas of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama
(NU) regarding the Islamic legal ruling on smoking in the Indonesian context. The research employs a qualitative
method through a literature-based analysis of official documents, academic journals, and decisions
from Bahtsul Masa’il and the Majelis Tarjih dan Tajdid. The findings indicate that Muhammadiyah declares
smoking as prohibited (haram) because it contradicts the objectives of Islamic law (maqasid al-syari‘ah),
particularly in preserving life (hifz al-nafs) and wealth (hifz al-mal). Conversely, NU categorizes smoking as
reprehensible (makrith) on the basis that no definitive textual evidence explicitly forbids it, while also considering
socio-economic factors within society. Muhammadiyah adopts a normative-preventive approach, whereas NU
emphasizes a cultural-educational one. The difference between the two fatwas reflects not a contradiction but a

constructive ikhtilaf, enriching the diversity of Islamic jurisprudence in Indonesia.
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Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan fatwa antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai
hukum mnerokok dalam prespektif hukum Islam di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif
berbasis studi kepustakaan terhadap dokumen  resmi,  jurnal akademik, dan  hasil
Bahtsul Masa'’il serta keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid. Hasil penelitian menunjukan bahwa Muhammaduyah
menetapkan merokok sebagai perbuatan haram karena dinilai bertentangan dengan prinsip magqasid al-syari ‘ah,
khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Sementara itu, NU menetapkan merokok
sebagai perbuatan makruh, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat dalil qath‘T yang melarangnya secara
eksplisiy serta dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat. Muhammadiyah menekankan
pendekatan normatif-preventif, sedangkan NU menggunakan pendekatan kultural-edukatif. Perbedaan ini bukan
merupakan pertentangan, melainkan bentuk ikhtilaf yang konstruktif dan memperkaya khazanah hukum Islam di

Indonesia.
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PENDAHULUAN

Merokok merupakan fenomena sosial yang telah lama memicu perdebatan di kalangan
umat Islam, khususnya di Indonesia. Tidak semata mata berkaitan dengan aspek kesehatan,
perdebatan ini juga berhubungan dengan persoalan hukum Islam yang mempertimbangkan
antara maslahah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan). Dalam hal ini, muncul perbedaan

pandangan para ulama dalam melakukan ijtihad terhadap penetapan hukum merokok.

Di tengah perkembangan zaman modern, fenomena merokok juga semakin kompleks
karena tidak hanya terkait dengan rokok konvensional tetapi juga munculnya produk alternatif
seperti rokok elektrik (vape), shisha, dan heated tobacco product (HTP). Meskipun dianggap
sebagai alternatif yang lebih aman, beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut
tetap mengandung nikotin, zat adiktif, dan bahan kimia berbahaya yang dapat memberikan
dampak negatif bagi kesehatan penggunanya. Oleh karena itu, wacana fatwa mengenai
merokok semakin berkembang dan memperluas cakupan diskusi pada persoalan produk

tembakau modern.

Perdebatan ini semakin diperkuat oleh realitas sosial bahwa merokok bukan hanya
kebiasaan individu, tetapi telah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat tertentu.
Misalnya dalam kegiatan sosial, perkumpulan, hingga acara keagamaan tertentu, merokok
dianggap sebagai simbol keakraban. Namun, pandangan ini mulai dikritisi karena dinilai tidak
sesuai dengan nilai Islam yang menekankan kebersihan, kesehatan, dan upaya menjauhkan

umat dari perbuatan yang membahayakan diri maupun lingkungan sekitar.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi besar di Indonesia,
masing masing memiliki peran penting dalam membimbing umat terkait hukum merokok. NU
menetapkan hukum merokok sebagai makruh, namun dapat berubah menjadi haram apabila
dilakukan oleh anak-anak, perempuan hamil, atau di tempat umum, karena dapat menimbulkan
mudarat bagi orang lain. Sebaliknya, Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa
merokok hukumnya haram, dengan mempertimbangkan bukti medis yang menunjukkan
dampak buruk rokok terhadap individu maupun masyarakat (Rezi et al., 2018). Ketetapan ini
berlandaskan pada prinsip sad al-dzari‘ah, yaitu pencegahan terhadap perbuatan yang pada
dasarnya diperbolehkan tetapi berpotensi membawa keburukan, serta prinsip maqasid al-
syari‘ah yang menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal

(hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).
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Fatwa Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/I11/2010
menegaskan bahwa merokok termasuk dalam kategori khaba’its (perbuatan buruk)
sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-A‘raf [7]:157, serta bertentangan dengan sabda Nabi %
yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu,
merokok dinilai bertentangan dengan tujuan syariah, dan bagi mereka yang sudah terlanjur

menjadi perokok, dianjurkan untuk berusaha berhenti sebagaimana pesan moral dalam Q.S. Al-

‘Ankabut [29]:69 (TAJDID & MUHAMMADIYAH, 2010).

Perbedaan fatwa antara NU dan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari
metodologi penetapan hukum yang digunakan oleh masing-masing organisasi. NU cenderung
berpijak pada qaul ulama dan konteks sosial masyarakat (urf), sedangkan Muhammadiyah
menggunakan pendekatan rasional-progresif dengan mempertimbangkan sains modern dan
prinsip kesehatan publik. Perbedaan metodologi ini mencerminkan kekayaan tradisi ijtihad di
Indonesia dan sekaligus menunjukkan bagaimana hukum Islam merespons isu-isu
kontemporer. Perbedaan pendapat antara dua organisasi besar di Indonesia memiliki dampak
pada para pengikutnya, kasus rokok dalam islam memiliki kontradiksi antara manfaat semu
dan mudarat nyata. Dampak negatif dari perokok pasif dan aktif bertentangan dengan tujuan
syariat yaitu menjaga kesehatan dan harta. Perdebatan mengenai hukum merokok memperjelas

urgensi kajian ini (Akla, 2011).

Selain itu, persoalan merokok juga berkaitan dengan aspek etika dan moralitas dalam
Islam. Banyak ulama menyoroti bahwa kebiasaan merokok dapat mengurangi kualitas spiritual
seseorang karena menghabiskan waktu, tenaga, dan materi untuk sesuatu yang tidak
memberikan manfaat. Bahkan dalam beberapa komunitas pesantren, merokok mulai dianggap
sebagai perbuatan yang kurang mencerminkan akhlak islami karena menimbulkan bau tidak

sedap, mengganggu kenyamanan orang lain, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Diskursus mengenai hukum merokok juga tidak terlepas dari aspek ekonomi. Industri
rokok merupakan salah satu sektor besar di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja,
mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran. Hal ini seringkali menjadi
pertimbangan sebagian pihak dalam melihat persoalan merokok, karena pelarangan total
dianggap dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Namun, kelompok yang menolak
argumentasi ini menegaskan bahwa maslahat ekonomi tidak dapat menghalangi penetapan

hukum apabila terdapat mudarat yang jauh lebih besar dan nyata.
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Perbedaan pandangan hukum tentang merokok juga mencerminkan pluralitas
pemikiran dalam Islam. Perbedaan ini tidak semestinya disikapi sebagai konflik, tetapi sebagai
bentuk kekayaan khazanah keilmuan yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis,
adaptif, dan mampu merespons perkembangan zaman. Kehadiran fatwa dari masing-masing
organisasi justru memberikan ruang bagi umat untuk memilih pandangan hukum yang paling

sesuai dengan keyakinan, kondisi sosial, dan tingkat pemahaman agama yang mereka miliki.

Dalam konteks pendidikan dan pembentukan kesadaran umat, perbedaan fatwa
mengenai merokok juga berpengaruh pada bagaimana lembaga pendidikan Islam merespons
isu ini. Beberapa sekolah dan pesantren yang mengikuti pandangan Muhammadiyah mulai
menerapkan aturan kawasan bebas rokok dan mendorong program berhenti merokok bagi guru
maupun siswa. Sementara itu, di lingkungan yang mengikuti pendapat NU, meskipun tidak
melarang total, banyak lembaga mulai melakukan pembatasan merokok di area publik tertentu

sebagai bentuk penerapan kaidah sadd al-dharar dalam konteks sosial.

Selain lembaga pendidikan, peran media dakwah juga menjadi faktor penting dalam
membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum merokok. Dengan semakin maraknya
platform digital, diskusi tentang merokok menjadi lebih luas dan cepat menyebar. Banyak dai
dan tokoh agama memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi mengenai bahaya
merokok dari perspektif agama maupun kesehatan. Dengan demikian, persoalan hukum
merokok tidak hanya menjadi wacana figh klasik, tetapi berkembang sebagai bagian dari isu
sosial, ekonomi, kesehatan publik, dan budaya kontemporer yang membutuhkan pendekatan

integratif.

Kajian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis komparatif metodologi
hukum yang digunakan oleh dua organisasi besar Islam di Indonesia dalam menetapkan hukum
merokok. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum Islam
dengan menegaskan bahwa fatwa bukan sekadar produk teks keagamaan, melainkan hasil
dialektika antara teks, metodologi, dan realitas sosial yang terus berkembang. Kajian ini ingin
membandingkan atau mengkomparasikan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
mengenai hukum merokok dengan menelaah kerangka metodologis yang mendasari penetapan
fatwa masing-masing organisasi. Dalam konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini
adalah bagaimana penetapan hukum merokok dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama, serta bagaimana pandangan epistemologis dan metodologi istinbat hukum yang

mendasari perbedaan fatwa antara kedua organisasi tersebut.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa
dokumen fatwa dan literatur akademik yang paling tepat dianalisis melalui pembacaan teks,
interpretasi, serta komparasi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi fatwa, yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah tahun 2010 yang menyatakan hukum haram merokok, serta keputusan
forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dari berbagai muktamar dan musyawarah nasional
yang membahas hukum rokok. Adapun data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan

penelitian ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi fatwa serta
mencari literatur ilmiah di berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan
Sinta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti
menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan mengabaikan data yang
tidak berkaitan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi informasi
berdasarkan kategori seperti metodologi istinbath hukum, dalil yang digunakan, serta
implikasi sosial dan kesehatan dari fatwa tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan melalui analisis komparatif antara fatwa NU dan Muhammadiyah untuk melihat
kesamaan dan perbedaan argumentatif, sekaligus menilai relevansinya terhadap teori hukum

Islam kontemporer.

Dalam menjaga validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu
membandingkan dokumen resmi fatwa dengan berbagai literatur akademik untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dari sisi etika penelitian, peneliti
menekankan sikap objektif dan netral, tidak berpihak pada salah satu organisasi, serta hanya

menyajikan hasil analisis berdasarkan data yang dapat diverifikasi secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum merokok merupakan isu fighiyah kontemporer yang tidak
secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Karena itu, penetapan hukumnya
memerlukan proses ijtihad yang berbeda antara satu organisasi dengan lainnya. Dua

organisasi Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU),
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menempuh pendekatan istinbat hukum yang berbeda baik dari segi epistemologi, sumber

hukum, maupun metode penalaran yang digunakan.

Perbedaan hukum merokok antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)
berakar pada perbedaan metodologi istinbat hukum yang mereka gunakan. Muhammadiyah
berangkat dari semangat tajdid (pembaruan) dengan orientasi rasional dan tekstual langsung
pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan NU bersifat tradisionalis dengan pijakan pada
kitab-kitab figh klasik (kutub al-mu‘tabarah) serta tradisi bermadzhab Syafi‘i (Sofiana,
2023).

Kedua organisasi ini merupakan representasi dari dua arus besar dalam Islam
Indonesia, Muhammadiyah yang menekankan purifikasi ajaran dan rasionalisasi hukum,
serta NU yang menekankan kontinuitas sanad keilmuan dan kemaslahatan berbasis tradisi
masyarakat (Thsan, 2017). Karena rokok tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, maka
hukum terhadapnya tidak dapat ditentukan melalui teks eksplisit, melainkan hasil ijtihad

para ulama.
Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Merokok

Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh,
sebagaimana hasil keputusan Bahtsul Masa’il pada Muktamar ke-32 tahun 2010 di
Makassar (Surip, 2013).

A. Metode Penerapan Hukum
NU menggunakan dua pendekatan utama, yaitu qault dan ilhaqt.

1. Metode qault dilakukan dengan merujuk langsung kepada teks kitab figh empat
mazhab yang telah diakui (mu‘tabarah), khususnya mazhab Syafi‘i.

2. Metode ilhaqt digunakan ketika tidak ditemukan teks eksplisit dalam kitab klasik.
Dalam hal ini, masalah baru seperti rokok dianalogikan dengan kasus serupa dalam

kitab figh berdasarkan wajh al-ilhaq (keserupaan illat hukum) (Sofiana, 2023).

Kedua metode ini menegaskan bahwa NU lebih menekankan kesinambungan
tradisi figh klasik daripada inovasi hukum. Setiap keputusan ditetapkan melalui

musyawarah ulama dalam forum Bahtsul Masa’il secara kolektif (taqrir jama‘1).
B. Argumentasi Hukum

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa tidak ada nash qath‘1 yang secara eksplisit

mengharamkan rokok, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Namun, karena
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mengandung potensi mudarat, maka statusnya turun menjadi makruh. Dalam kondisi
tertentu, seperti bagi anak-anak, ibu hamil, atau ketika membahayakan kesehatan,
merokok bisa berubah hukumnya menjadi haram. Sebaliknya, jika tidak menimbulkan

mudarat berarti, hukumnya tetap makruh tanzih, bukan tahrim (Ihsan, 2017).

Nahdlatul Ulama juga mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi. Industri
rokok menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat, termasuk petani dan buruh
pabrik. Karena itu, pelarangan total tanpa mempertimbangkan realitas sosial justru dapat
menimbulkan mudarat baru. Prinsip figh yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah al-
hukm yadiiru ma‘a al-‘illah wujidan wa ‘adaman yaitu hukum mengikuti illat dan dapat

berubah seiring perubahan konteks.
C. Pandangan Kultural

Nahdlatul Ulama menilai bahwa rokok telah menjadi bagian dari budaya
masyarakat pesantren dan kaum tradisional Muslim. Oleh karena itu, penerapan hukum
tidak dilakukan secara keras, melainkan dengan pendekatan edukatif dan gradual.
Prinsip al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah (menjaga
tradisi lama yang baik sambil mengambil hal baru yang lebih baik) menjadi dasar NU
dalam mengedukasi masyarakat tanpa menimbulkan kegoncangan sosial (Sofiana,

2023).

Fatwa Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok

Muhammadiyah menetapkan bahwa merokok hukumnya haram melalui keputusan
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/II1/2010
(TAJIDID & MUHAMMADIYAH, 2010). Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil
kajian kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menunjukkan bahwa rokok menimbulkan

mudarat jauh lebih besar daripada manfaatnya.
A. Dasar Dalil dan Pendekatan

Muhammadiyah mendasarkan fatwanya pada beberapa ayat Al-Qur’an yang

mengandung prinsip pencegahan bahaya (dar’u al-mafasid), antara lain:

1. QS.Al-A‘raf [7]:157

44 TADHKIRAH - VOLUME. 2 NOMOR. 4 DESEMBER 2025



e-ISSN : 3063-8321, p-ISSN : 3063-9522, Hal. 38-51

GF pkis el 2h 2l a5 b5 8 dhtie 3RA Wi5hag ¢l a1 G O33N {3 Al
V351 Gl Bl 418 ) Q3 b sl e gty udal padle ¢ oady culal 24l Oady 14D

5l b s 03 530 538015 85505 5355

Artinya: Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi yang
namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia
menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala
yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan
beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang
beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang

diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.
2. QS. Al-Baqarah [2]:195
Gl o 511501 300 1 il 385 9 5 0 i 8 15

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan

berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

3. QS. An-Nisa’ [4]:29

PSP

2K 8 &) 2Rl 15 Y 5 B a5 G 3ol (0388 1Y) el & 2050 15KE Y 5 Gl @
(AT )

-

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.
4. QS. Al-Isra’ [17]:26-27
VNS 538 Y ) 55 (il 5 20 (0 13 g
Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang
yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
1538 4350 BLN & Salil (530 138 ¢ Jaad &)
Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat

ingkar kepada Tuhannya.
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Selain itu, hadis Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi “la darar wa la
dirar” (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) digunakan
sebagai penguat bahwa merokok termasuk perbuatan yang dilarang karena membahayakan

kesehatan (Thsan, 2017).

B. Metode Istinbat Hukum

Dalam menetapkan hukum ini, Muhammadiyah menerapkan tiga metode utama:
1. Bayani

Pendekatan bayani berasal dari kata bayan yang berarti penjelasan atau
keterangan. Dalam konteks hukum Islam, metode ini digunakan untuk menafsirkan teks-
teks Al-Qur’an dan hadis secara langsung melalui analisis kebahasaan (linguistik).
Tujuannya adalah memahami makna literal (zhahir) dari ayat atau hadis yang berkaitan

dengan suatu perbuatan hukum.

Dalam metode ini, ulama menelaah struktur bahasa Arab, bentuk kata (sarf),
konteks kalimat (nahwu), dan gaya retorika teks untuk menemukan makna yang
dimaksud oleh syara‘ (Allah dan Rasul-Nya). Metode Bayani bertujuan untuk menarik
ketentuan hukum dari nash, meskipun belum sepenuhnya jelas, hingga dapat diterapkan
sepenuhnya. Oleh karena itu, pendekatan ini bergantung pada analisis teks berdasarkan
prinsip-prinsip linguistik. Hukum pada dasarnya terdapat di dalam teks itu sendiri,
meskipun mungkin tersurat, tersirat, atau tersembunyi. Di antara ketiga kategori ini,
jumlah ketentuan agak terbatas. Bahkan, mayoritas cenderung tersembunyi. Penalaran
yang cermat dengan menggunakan metode yang tepat diperlukan untuk memastikan
bahwa hukum yang tersembunyi tersebut terungkap dengan jelas sesuai dengan
ketentuan syariat. Muhammadiyah menggunakan pendekatan ini untuk memastikan

bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak menyimpang dari pesan normatif wahyu.

Dalam menetapkan hukum merokok, Muhammadiyah menafsirkan QS. Al-A‘raf
[7]:157 yang menyebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan yang baik (tayyibat) dan
mengharamkan yang buruk (khaba’its). Secara kebahasaan, kata khaba’its dipahami
sebagai segala sesuatu yang kotor, berbahaya, atau merusak kesehatan. Maka, rokok
dimasukkan ke dalam kategori khaba’its karena sifatnya yang merusak tubuh dan

lingkungan (Thsan, 2017).

2. Ta‘lili (Qiyasi)

46 TADHKIRAH - VOLUME. 2 NOMOR. 4 DESEMBER 2025



e-ISSN : 3063-8321, p-ISSN : 3063-9522, Hal. 38-51

Pendekatan ta‘lili atau qiyast berasal dari kata ‘illah (alasan atau sebab hukum).
Metode ini digunakan untuk menemukan dasar rasional di balik penetapan suatu hukum,
baik dari teks maupun analoginya dengan perbuatan lain. Muhammadiyah menggunakan
metode ini ketika tidak ada nash yang secara eksplisit menyebut suatu perkara, sehingga
dilakukan analogi (qiyas) dengan kasus serupa yang sudah ada hukumnya. Pendekatan
ta'lili selalu digunakan oleh para ulama hukum Islam dalam merumuskan dan
merumuskan hukum. Identifikasi metode ta'lili, yang berfungsi sebagai landasan hukum
primer dan acuan untuk menyelaraskan cabang-cabang hukum dengan illah hukum yang
asli, diharapkan akan membuahkan hasil yang positif. Mengingat Al-Qur'an dan Sunnah
memberikan wawasan yang menunjukkan bahwa hukum illah memiliki hakikat tertentu,
maka hakikat ini selaras dengan konsep ansh. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa

ketentuan hukum dapat dikategorikan berdasarkan hakikat hukum illah.

Melalui pendekatan ta‘lili, suatu hukum tidak semata-mata berdasarkan pada
teks literal, tapi juga pada hikmah dan sebab yang terkandung di baliknya. Dengan

demikian, hukum dapat diaplikasikan secara dinamis pada permasalahan modern.

Dalam kasus rokok, Muhammadiyah menganalogikan (qiyas) perbuatan
merokok dengan perbuatan mengonsumsi racun atau hal-hal berbahaya, yang dilarang
karena merusak jiwa (nafs). Ayat seperti QS. Al-Bagarah [2]:195, Janganlah kamu
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, menjadi dasar untuk menetapkan illat (sebab
hukum) berupa bahaya bagi tubuh. Karena illat antara racun dan rokok sama-sama

menimbulkan kerusakan fisik, maka hukum rokok disamakan, yaitu haram (Surip,

2013).
3. Istislaht

Pendekatan istislaht berasal dari kata salah (kebaikan) dan berarti penetapan
hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahah mursalah), yaitu
kemanfaatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, tapi sesuai dengan tujuan

umum syariat (maqasid al-syari‘ah).

Metode ini menilai setiap perbuatan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan
manusia, apakah membawa manfaat (maslahah) atau mudarat (mafsadah). Apabila suatu
tindakan menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, maka hukumnya

ditolak, walaupun tidak ada teks eksplisit yang melarangnya.



Hukum Merokok: Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Dalam konteks rokok, Muhammadiyah menilai bahwa meskipun industri rokok
memberikan keuntungan ekonomi bagi sebagian pihak, dampak negatifnya terhadap
kesehatan masyarakat jauh lebih besar. Ribuan orang meninggal setiap tahun akibat
penyakit yang disebabkan oleh rokok, dan biaya kesehatan negara meningkat karenanya.
Berdasarkan prinsip maqasid al-syari‘ah, merokok melanggar dua tujuan utama yaitu
menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal). Oleh sebab itu, demi
kemaslahatan umum, Muhammadiyah menetapkan hukum haram bagi perokok dan

larangan keras bagi penyebaran kebiasaan merokok di ruang publik (Ihsan, 2017).

Majelis Tarjih juga menimbang prinsip maqasid al-syari‘ah yang terdiri atas lima
aspek perlindungan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Rokok dinilai bertentangan dengan
minimal dua dari lima maqasid tersebut, yaitu merusak jiwa dan menghambur-
hamburkan harta. Dalam paradigma sistemik maqasid, hukum Islam seharusnya tidak
hanya dilihat dari satu tujuan seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs), tetapi juga
mempertimbangkan keterkaitan anta rmaqasid lain seperti menjaga akal, keturunan, dan
harta. Dalam konteks ini, rokok jelas berdampak negatif terhadap semua dimensi
tersebut, sehingga pengharaman bersifat konsisten dengan prinsip maqasid yang

integratif
C. Argumentasi Etis dan Sosial

Secara etis, Muhammadiyah menilai bahwa rokok bukan semata mata
berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat luas, terutama pada keluarga sendiri
dan lingkungan sekitar. Dari aspek sosial, kebiasaan merokok juga dianggap bentuk
ketidakdisiplinan dalam menjaga amanah kesehatan dan tanggung jawab ekonomi. Oleh
karena itu, fatwa haram merokok mencerminkan sikap preventif Muhammadiyah

terhadap fenomena sosial yang merugikan kemaslahatan umat.
Analisis Perbandingan

Perbandingan antara fatwa Muhammadiyah dan NU memperlihatkan dua
pendekatan hukum Islam yang berbeda namun saling melengkapi. Muhammadiyah bersifat
modernis dan rasional, menitikberatkan pada kemaslahatan dan dampak empiris dari rokok
terhadap kesehatan serta sosial ekonomi umat. NU, sebaliknya, bersifat tradisionalis dan
gradualis, menempatkan konteks sosial dan kontinuitas mazhab sebagai faktor penting

dalam penetapan hukum.
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Dalam praktiknya, Muhammadiyah memandang rokok sebagai perbuatan haram
karena bertentangan dengan maqasid al-syari‘ah dan prinsip 12 darar wa 1a dirar, sementara
NU menilai makruh dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan budaya
masyarakat. Muhammadiyah menggunakan pendekatan normatif-preventif dengan
mendorong pelarangan merokok di ruang publik, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah,
sedangkan NU lebih menekankan pendekatan edukatif dan kesadaran bertahap di kalangan

masyarakat pesantren (Askar et al., n.d.).

Selain mempertimbangkan metodologi penetapan hukum, perbedaan sikap antara
Muhammadiyah dan NU juga dapat dilihat dari historis dan kultur organisasi.
Muhammadiyah lahir dengan semangat tajdid (pembaharuan) yang berorientasi pada
rasionalisme dan purifikasi ajaran Islam agar selaras dengan prinsip kesehatan publik dan
perkembangan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, fatwa tentang pengharaman
rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah bukan hanya sebatas respon terhadap persoalan
normatif, tetapi juga mencerminkan spirit reformasi sosial dan perubahan perilaku umat

menuju kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Sebaliknya, NU berkembang dari tradisi pesantren yang memiliki hubungan panjang
dengan masyarakat akar rumput, termasuk lingkungan petani tembakau di wilayah tertentu.
Oleh sebab itu, dalam konteks NU, penetapan hukum merokok tidak sekadar melihat bahaya
medis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat yang bergantung
pada industri tembakau. Prinsip figh seperti sadd al-dhara’i dan tatbiq al-‘urfi menjadi dasar
pemikiran bahwa perubahan hukum perlu dilakukan secara gradual dan mempertimbangkan

kondisi sosial.

Selain aspek tersebut, diskursus mengenai merokok juga mulai berkembang dalam
konteks etika lingkungan dan hak publik atas udara bersih. Dengan semakin meluasnya
gerakan anti-rokok secara global, pandangan keagamaan semakin dituntut untuk tidak hanya
berfokus pada aspek hukum individu, tetapi juga tanggung jawab moral kolektif. Banyak
negara muslim mulai mendorong penguatan regulasi kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan

rokok, serta edukasi bahaya nikotin khususnya kepada anak-anak dan remaja.

Dalam konteks ini, fatwa Muhammadiyah dapat dianggap progresif karena
mendorong kebijakan berbasis pencegahan, sedangkan NU dapat dilihat sebagai pihak yang
menyeimbangkan perubahan sosial agar tetap sesuai dengan kultur masyarakat dan

keberlanjutan ekonomi lokal.
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Perbedaan ini tidak perlu dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai ekspresi
dari keragaman metodologi ijtihad dalam hukum Islam. Muhammadiyah berperan sebagai
kekuatan moral yang menekankan pencegahan bahaya rokok, sementara NU menjaga
stabilitas sosial dengan cara kultural. Keduanya bertemu dalam satu tujuan besar: menjaga
kemaslahatan umat. Dengan demikian, ikhtilaf ini bersifat ta‘addud al-atham (keragaman
pemahaman) yang memperkaya khazanah figh dan membuktikan elastisitas hukum Islam

dalam menghadapi masalah kontemporer.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan fatwa
bukanlah persoalan benar atau salah, tetapi cerminan dari keragaman epistemologi
keagamaan dalam Islam. Model ijtihad yang digunakan Muhammadiyah menunjukkan
orientasi futuristik yang melihat fakta medis sebagai bagian dari sumber pertimbangan
hukum. Sedangkan model ijtihad NU menekankan hubungan antara tradisi, maslahat
kolektif, dan keterikatan pada pandangan fuqaha klasik yang telah teruji dalam sejarah

panjang umat Islam.

Di sisi lain, fenomena perbedaan fatwa ini juga memberikan ruang bagi umat Islam
untuk memahami bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik. Perbedaan tersebut
memberikan fleksibilitas sehingga umat dapat memilih pendapat sesuai konteks, kapasitas
ilmiah, dan kondisi sosial yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa pluralitas dalam
hukum Islam merupakan kekayaan intelektual yang menghadirkan solusi variatif dalam isu-

isu kontemporer, termasuk persoalan merokok.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami konteks lahirnya fatwa
agar tidak terjadi generalisasi atau kesalahpahaman dalam mengamalkan ajaran agama. Para
dai, akademisi, dan pemangku kebijakan memiliki peran krusial dalam mengedukasi umat
bahwa perbedaan fatwa tidak bertujuan memecah belah, melainkan memperkaya opsi

hukum yang dapat diterapkan secara bijaksana.

Pada akhirnya, baik Muhammadiyah maupun NU memiliki komitmen yang sama
dalam menjaga kemaslahatan umat, melindungi generasi muda, dan mendorong kehidupan
sosial yang sehat. Diskursus mengenai merokok bukan hanya soal teks hukum, tetapi juga

tentang masa depan kesehatan masyarakat, kualitas moral, dan keberlanjutan sosial.
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fatwa resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

serta Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama, ditemukan bahwa perbedaan hukum merokok
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antara kedua organisasi tidak hanya terletak pada status hukum yang ditetapkan, tetapi lebih
pada perbedaan kerangka epistemologis dan metode istinbat hukum. Muhammadiyah melalui
Keputusan No. 6/SM/MTT/III/2010 menetapkan merokok sebagai haram berdasarkan dalil
larangan membahayakan diri dan prinsip maqasid al-syari‘ah, terutama menjaga jiwa dan harta.
Sementara NU melalui keputusan Muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010 menetapkan
merokok sebagai makruh dengan mempertimbangkan tidak adanya dalil qath‘T tentang
pengharaman rokok, menggunakan metode qauli dan ilhaqt serta mempertimbangkan kondisi

sosial dan budaya masyarakat.

Dari aspek sosial, Muhammadiyah memandang fatwa haram merokok sebagai upaya
preventif-normatif terhadap bahaya kesehatan publik dan mendorong terciptanya ruang publik
bebas rokok. Sementara NU menilai rokok sebagai fenomena sosial yang telah mengakar
sehingga pendekatan edukatif dan gradual dianggap lebih tepat untuk menghindari
kegoncangan sosial. Dengan demikian, perbedaan fatwa ini bukan bentuk pertentangan
teologis, melainkan ikhtilaf konstruktif yang mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam
yang responsif terhadap konteks zaman.
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